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PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 18 T AHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
SEKRETAR1AT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintoh Daerah, telah ditetapkan Peroturon 
Pemerintoh Nomor 41 Tahun 2007 tentong Orgonisosi Perongkat 
Daerah; 

b. bahwa untuk menindoklonjuti Peraturan Pemerintoh Namor 41 Tahun 
2007 tentong Orgonisosi Perongkot Doeroh. maka dipandang perdu 
penotoon kemboli terhodop Orgonisosi Sekretoriot Doerah 
Kabupaten Sanggau; 

c. bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu penetopon kemboli 
Pembentukan dan Susunon Orgonisosi Sekretoriot Doeroh Kobupoten 
Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah. 

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undong Dorurol Nomor 3 Tohun 1953 tentang Pembentukan Doerah 
Tingkat I di Kolimonton (Lembaron Negara Republik Indonesia Tohun 

1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tombohon Lembaron Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lemboron Negara Republik Indonesia Nomor 
3044), sebagaimana teloh diuboh dengon Undong-Undong Nomor 43 
Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaon 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesioo Tohun 2004 Nomor 5. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 

4. Undong-Undong Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukon 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tombohon Lembaron Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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I 
t. 

Menetapkan 

5. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlohon Daeroh 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tohun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjodi 
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438 ); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antaro Pemerintah Pusat don Daerah (Lembaran Nagor 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 26, Tambohan Lembaron 
Negaro Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentong 
Wewenong Pengongkotan. Pemindohon dan Pemberhentian 
Pegowoi negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4263): 

8. Peroluran Pemerintah Nomor 79 Tohun 2005 tentang Pembinaan don 
Pengawosan Penyelenggaraan Pemerintahan Daeroh (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tohun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lemboron Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peroturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lentong Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daeroh Propinsi 
don Pemerinlah Daerah Kabupaten/Kolo (Lemboron Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

l 0. Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentong Orgonisosi Perangkal Doeroh (Lemboron Negara Republik 
Indonesia Tohun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

l l. Peroluron Menteri Dolam Negeri Nomor 57 Tohun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Orgonisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Doerah Kobupoten Sanggau Nomor 11 Tohun 2004 tentong 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peroturan Daerah Kobupoten Sanggou Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

DAN 

BUPATI SANGGAU 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau; 
b. Kepala Daerah adalah Bupafi Sanggau; 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembago 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah don DPRD menurut asas otonomi don tugas pembantuan dengan prinsip olonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negora Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai penyelenggara pemerintahan daeroh; 

f. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan; 

g. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun 
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 

h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau; 
i. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

Daeroh Olonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
j. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepado Daeroh don Deso don dari 

Doerah ke Desa untuk metaksonokan tugas-lugas lertenlu yang disertai pembiayaan, 
sarana an prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan; 

k. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengalur don mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
mosyarakat sesuai dengan peroturan perundang-undangon: 

I. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Strukturol: 
m. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupoti yang melaksanakan tugas-tugas tertentu diluar tugas dan 

fungsi perangkat daerah 
n. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri; 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal3 

( 1) 5usunon Organisasi Sekretariat daerah terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten; 
b. Asisten, dan masing-mosing Asisten membawahi sebanyak-banyaknya 4 {empat) 

Bagian: 
c. Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub 

Bagian: 
d. Sub Bagian; 
e. Slof Ahli: don 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Asisten, Bagian, Sub Bagian don Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada pasal 3 ayat (I) Peraturan Daerah ini. jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis 
beban kerja dan peraturan yang berlaku; 

(3) Struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSt 

Pasal 4 

Sekrelariat Daerah menupakan unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, 
berada dibawah dan bertonggung jawab kepada Kepala Daerah; 

Pasal 5 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas don kewajiban membantu Kepala Daerah dalam 
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dines daerah dan lembaga teknis daerah. 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugs don kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah 
ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 
d. Pembinaan administrasi dan aporotur pemerintahan daerah; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuoi dengan tugas dan 

fungsinya. 

BAB V 

STAF AHLI 

Pasal 7 

Kepola Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Stof Ahli Kepala Daerah yang 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

(I) Stal Ahli sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturon daerah ini mempunyai tugas membontu 
Kepala Daerah dalom melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan; 

(2) Stat Ahli dalam melaksanakan tugas don tungsinyo secara adminsitrotif, dikoordinir oleh 
Sekretaris Daerah; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli akan diatur oleh Kepala Daerah. 
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BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 

Podo Sekretoriot Doeroh depot ditelopkon Kelompok Jabatan Fungsional sesuoi dengon 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berloku: 

Pasal 10 

Kelompok Jabatan Fungsionol sebogoimono podo Pasal 9 Peraturan Daerah ini, mempunyai 
ugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keohlionnyo masing-masing sesuai dengan 
kebutuhan; 

Pasal 11 

( 1) Kelompok Jabot on Fungsionol sebogoimono terse bu t pada Pasa I 9 Peroturon Doeroh ini 
terdiri dori sejumloh tenogo dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorong 
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertonggung 
jawab kepada Sekretaris Daerah; 

(2) Kelompok Jo batan Fungsional sebagaimana dimoksud pada ayat (1) Pasal ini dopa I 
dibogi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengon kebutuhon beban kerja dan 
keahliannya; 

(3) Pembinaan terhadap tenogo fungsional diloksanakan sesuai dengon peroluron 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 

TATA KERJA 

.,. Pasal 12 

( 1) Dolom meloksonokon ugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepolo Bogion dan Kepala Sub 
8agian, Staf Ahli serta Kelompok Jabatan Fungsional meneropkon prinsip koordinasi, 
integrosi dan sinkronisasi; 

(2) Setiop pimpinon sotuon organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertonggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya mosing-mosing serta memberikan 
bimbingon dan petunjuk-petunjuk bagi peloksonoon lugos bowohonnyo. 

Pasal 13 

( 1) Seliop pimpinan dalam satuan orgonisosi wojib mengikuti don mematuhi petunjuk-petunjuk 
don bertonggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya; 

(2) Setiap loporan yang diterima oleh pimpinan sotuon orgonisosi dari bawahannya wajib 
dioloh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunon loporon lebih lonjut don untuk 
memberikan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya. 

Pasal 14 

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah 
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Daftar 
Urut Kepangkatan. 
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Pasal 15 

Dolom hol pimpinan setiap unit-unit kerjo Sekretaris Docroh berhalangan, tugas-tugasnya 
dilakukan oleh pimpinan unit ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan dengan 
memperhatikan dattar urut kepangkatan. 

BAB VIII 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 16 

(1) Sekretaris Daerah adalah jobatan struktural eselon II.a. 

(2) Asisten dan Stat Ahli adoloh jabatan struktural eselon 11.b. 

(3) Kepalo Bagion odoloh Jabatan struktural eselon Ill.a. 

(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan slruklurol eselon IV.a. 

Pasal 17 

(l) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhenlikon oleh Gubernur Kolimonton Baral dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Daerah, sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan 
oleh Kepala Daerah, setelah berkonsultasi secara tertulis dengon Gubernur Kalimantan 
Barat. 

(3) Pejabat Struktural Eselon Ill dilingkungan Sekreloriol Daerah diangkat dan diberhenlikon 
oleh Kepala Daeroh; 

(4) Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Sekretariat Doeroh dapat diangkat dan 
diberhentikan oleh Sekretaris Doeroh atas pelimpahan kewewenangan dari Kepala Daerah; 

(5) Pengangkatan Pejabot Strukturat Eselon II, Ill. don IV dilingkungan Sekretariat Daerah, 
mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan 
hasil analisis jabatan dan peroturon yang bcrloku. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

Segala biaya yang ipertukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diolur 
kemudian oleh Kepala Daerah. 
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BAB XI 

KETENTUAN PcRALIHA , 

Pasal 20 

(I) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perauran Daerah Kabupaten Sanggau 
Nomor Tahun 2001 tentang Pembentukan dan usunan r janisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan Per turan Daerah ini, harus sudah efektif 
melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat I (satu) tahun setelah berlakunya 
Peraturan Daerah ini. 

• 
BAB XII 

PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangy n diundo w. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinyo. n 
ini dengan penempatannya dalam Lemberor 

I I oeng gan Peraturan Daerah 
oater CJ ICU. 

elap n ci 
adate g)€ 

Sanggau 
18 Dosember 2007 

Di Undangkan di : Sanggau 
Pada Tanggal : 28 Januari 2008 

SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN SANGGAU 

BUPATI SANGGAU, 
Ttd 

YANSEN AKUN EFFENDY 

G SUSENO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAL 
TAHUN 2008 NOMOR 18 



1 ' 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Posol 20 

(I) Dengan bedakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupa:en Sanggau 
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembenlukan don Susunan Organisasi Sekretariat Daerah 
Kobupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Doeroh ini, horus sudoh efeklif 
melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah bertakunya 
Peraturan Daerah ini. 

Ditetapkan di 
Poda longgol 

Songgou 
18 Desember 2007 

BUPATI SANGGAU, 
Tld 

YANSEN AKUN EFFENDY 

BAB XII 

PENUTUP 

Posol 21 

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundongkon. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundongan Pero!uran Doerah 
ini dengon penompatannya dalam Lembaran Doeroh Kobupoten Songgou. 

4 bst 
Li Di Undangkan di : Sanggu 

Pada Tanggal : 28 Januari 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 
Ttd 

F. ANDENG SUSENO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 
TAHUN 2008 NOMOR 18 

Untuk salinan yangs h sesuai dengan aslinya 
Sekret is Daerah, 

M.Si 
Pembina Utomo Mudo 

NIP. 010091997 
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